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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturar Dasrah faomo 5 Tahun
2010 tentang Perubahar Anggaran Pendapatan dan betana Daerad
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, perly ditetapkan Peraturan
Bupatl tentang Peniabaran Perubahan Anggarsn Hendapatan dari
Belanja Daerah.

Undang-Undang Nomar 14 Tahun 1950 tentang Pembarduban Dasrah:
Daerah Ksbupaten dalam lingkungan Prepinsi Djews Barat (Berita
Negara Tehun 1950) sebegaimana telah divbah dergan  Undang-
Undang MNomor 4 Tahun 1968 tentang Pembertuks Famibentukan
Kabupaten Purwekarta dan Kabupaten Subang cendgan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dawerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propingl Djawd Barat (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor I Fambaban
Lembaran MNegara Republix Indonesia Nomor 2851 5

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang.Ketentusn Umum dan
Tata Cara Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Momor 49, Tambshan Lembaran MNegara Repubis Indonesia
Momor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kal| terakiir dengan

Undang-Undang Namor 16 Tahun 2004 tentang Perciipan Poraturan
Pemerintah Penggantl Undang-Undang Momor 5 Tabun 2008 tentang
Parubahar Keempat Atas Undang-Undang. Nomor & Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (ejedl Undgang-
Undang: {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtr 2009 Nomor 6

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555
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dan ang MNomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

urian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 1985 Nomor
68, Tambahar Lembarsn Negara Republik Indonesia MNowor 3312}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomar 12 Tahun
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran MNegare Repuolik
Indonesia Tahun 1994 Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Ben Parolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Pepublik Indonesla
Tahun 1097 MNomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momor 20 Tahun 2000 tentang Perchahan Atas Undang-
Undang Momor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peralehen Hak Atas Tanah
dan Banguman (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tembahan Lembaran Negara Repubilk [rdonesia Nomor
3988);

Undang-undang MNomor 28 Tahun 1599 tentang Penyelznggaraan
tiegara yang Bersih dan Bebas darl Korupsi, Kofusi dan Nepofisme
{Lembaran MNegara Republik Indonssia Tahun 1950 MNomar 75,
Tambahan Lemnbaran Negara Bepublik Indoresia Nomor 38511

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang keuangsn Negara
(Lembaran Negara® Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomiot 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendanaraan Negara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355}

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenteng Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Eepublis Indanesta
Tahun 2004 Nemor 53, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonasia Nomor 4359},

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentany Femeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggunajawab keuangan Negara |Loimbaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonasia Nomaor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peréncanaan
Pambangurian Masional [Lembaran Negara Republie Indonesia Tahun
2004 Momor 104, Tambahan Lembaran Negara Feoubhk Thdonesia
Momor 4421);

Undang-Undang Namor 32 Tahun 2004 tentang Perncrintahan Deeran
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesis  Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentsng Perubshnn Keduz Atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerntanan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  JBUS  Womor i)
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia noreor 4844 10

Undang-tindang Momor 33 Tahun 2004 tentans  Ferfimbangan
Keuangan Antara Pemerintsh Pusat dan  Pemeontahan  Daeran
{Lembaran Negars Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan tembaran Negara Republik Indonzsia Nomor 4438)

gt




13.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 lentang  Majelis
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ratan Rakyat, Dewan Perwaklian FRakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakllan Rakya! Userah (Lambaran
Negara Republik- Indonesia Tahun 2009 Momor 125, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043,

Undang-Undang Nomor 28 Tehun 2009 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Megara Republis Indonesia Tahun 2005
Nomor 130, Tambahan Lembaran Megara Republix Indonesia Nomar
5049);

Peraturan Pemerintah Momor 109 Tahun 2000 tertang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dae-ah (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2000 Momer 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2004 tentong Kedudukan
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cPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

Protokaler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaklian
Rakyat Daerah {Lembaran Megars Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 90, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2004 t2ntang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan ‘dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Momor 47 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesla Momor
4712},

Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 temang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umwum (Lembaran HNegara Republi
Indonasia Tahun 2005 Womor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4502);

Persturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntans! Pemarintahan (Lembaran Negara Repiiblk Tndonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Megara Fepublbk Indonesia
Momor 4503);

Pergturan Pemerintah Nomigr 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Repubdik Indonssla Momor 4574,

-

200 tenitang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahon 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Megara Republil Indonesia Nomar
3575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4576,

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tabun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal 005 Nomor 139

Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonasia ! 457

-Peratiran Pemerintah Nomor 38 Tahun, (UGS ! gl olaar
Keuangan Daerah (Lembaran Negars Republik | | Tanun 2413
Momor 140, Tamibahan Lembaran Negara Republx Indonesia Womor

4578);



H.-Pm Pemerintah Nomar 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
‘Pepyusunan dan penerapan Standar Pelayenen Minimasl (Lembaren
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4585,

25 Peraturan: Pamenntah Nomar 72 Tahun 2005 tentang Desa | Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namor (58 anibahan
Lembaran Negara Republix Indonesia Nomol 45871:

26, Peraturan Pemerintah Momor 79 Tabun 2005 teolang  Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernenniahan Dasrab

(Lembaren Megara Republiik Indonesia Tahun 2005 Homor 185
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4552,

27, Peraturan Pemerintah Nomor 6§ Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Fepublic Indonesia
tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran [egara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagalmana telah divhah dengan Peraturan
Pemerintah nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Alas Feraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloloan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indooesia Tahun 2008

Nomo 78, Tambahan Lembaran MNegara Republie Indonesia Nomor
4855);

28, Peraturan Pemerintah Naomor & Tahun 2006 tentang  Pelaparan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembarar Negasa Republik
Indoneslia Tahun 2006 Momer 25, Tambahan [emibaran Negara

Republik Indonesia Nomaor 4614);

20, Peraturan  Pemerntah Nomor 3 Tahun 2007 leptang  Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintan, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerak kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporen Penyelerggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2007 Nomor 13, Tambabhin Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

30. Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tectang Pembaglan
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor B2, Tambaban Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4737);

31. Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahunm 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Poiitik (Lembaran Negara Fepublix Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4972);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 teptang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Deerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5104);

33, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Megara/Daeran (Lembaran Negara Republk Indonesta Tahun
2007 Momor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4738 ),




Pelsksanaan Pehgadasn Barang dan  Jasa Instansi  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemor 120,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia  Nomor 4330)
- sebagaimana telah diubiah beberapa kali dan terakhi dengan Peraturan
Presiden Momor 95 Tabun 2007 tentang Perubaban Ketujuh Atas
Kepulusan Presigern Nomor 80 Tahun 2003 fontang Pedaman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah,

35, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dasrah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomer 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl Dalam Heger Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomaor 16 Tahun 2007 tentang Tata
cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  (entang Anggaran
Pendapatan dan Belanjs Daerah dan Rancanga Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam MNeger Nomor 21 Tahon 2007 tentang
Peng=lompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penuniang Oparasiorsal
Pimpinan Dewan Perwakilean Rakyat Deerab Sorla Teta Carn
Pengembalian Tunjangan Kemunikasi Intensif dan Dana Cperasional;

38. Peraturan Menteri Dalam Weger Nomor 24 Tahon 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungen, Penganggaron Dalam  APBD,
Pengajuan, Penyaluren, Dan  laporan  Poitanggunglawaban
Pengaunaan Bantuan Kevangan Partal Politk;

39, Peraturan Mentert Datam Neger Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan oen Belanja Deerdn
Tahun Anggaran 2010;

40, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tabun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2010 (Berita Dasrah Frovinsi Jawa Barat Tahun 2010 Namor & Serl &)

41. Persturan Daerah Kabupaten Bekssi Norpor 1 Tabun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelplaan Keuangan Daerah (|l embaran  Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomar 1),

42, Pergturan Diaergh Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahorn 2008 tertang
Penyertaan Modal Dacrah {Lembacan Dacrab Kabop otoh Belasi Tabhun
2009 Nomaor 4);

43, Peraturan Daerah Kabupaten Bekas) Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah Pemenntah Kabupaten Bekas) (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 Nomor 7,

44, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tanun Z00% tentang

Anggaran Pendapatan dan Befanjs Daerah Tebun Anggaran 2010
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 200% Nomor 8),




Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAMAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH TAHUN ANGGARAN 210

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanjs Daersh Tahun Anggaran ZUI0 s=mula berjumian
Hp. 1.801.205,526.631,00 bertambah: sejumlah Rp  336.612.647.154,00 sehingga menjadi
Bp  2.137.81B.173.785,00 dengan rincian sebagai benkut

1. Pandepatan Daerah

a.  Semula Rp 1.383.668.072,400,00
I3, Bertamhaiif{bﬂfkur“ng} Rp 275.157.549 507,00
Jumizh Pendapatan Daerah seteleh Perubahan Rp 1.656.825.621.407,00

<, Belanja Daerah

8. Semula Rp 1.791,205.576.631,00

b.  Bertambah/{berkurang) Bp  231.812.647.154.00
Jumlzh Belanja Daerah setelah Perubahan Bp 2,173.018.173.785.00
Surplus/{ Defisit) seteiah Perubahan Rp (464, 192.55%1.878.00)

3. Pembiayaan Daerah
4, Penerimaan

1) Samula Rp #17.537.454.231,00
2) Bertambahf{berkurang)Rp_ A1.455.047 647,00
Jumilah Penerimaan setelal) Perubahan Rp 473.952.551.879.00

b.  Pengsluaran

1) Semula Rp 10,000, 000,000, 00
2)  Bertambah/{berkurang) Rp 4.800.000.000,00

Jurnlzh Pengeluaran setelah Perubahan Rp_ 14.800.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahian Rp 404.192.551.878.00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Ep

Pasal 2

enjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinnc  on st pada
Lampiran Peraturan inl.

Pasal 3

Lampiran Sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian vang tioos terpisalikar dar
Peraturan Ini.




Pasal 4

Peraturan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat ini dalam
Berita Daerah.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 13 Oktober 2010




